
 
 

 

P E R A T U R A N 
WALIKOTA PAYAKUMBUH 

NOMOR :     2        Tahun 2015 

 
 

TENTANG 

PENETAPAN ANGGARAN KAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH 
TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PAYAKUMBUH, 
 

Menimbang :  a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang 

APBD TA. 2015 dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

APBD TA. 2015, untuk pelaksanaannya perlu dilakukan 

Penetapan Anggaran Kas Daerah Kota Payakumbuh Tahun 

Anggaran 2015 ;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf diatas perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh;  

 

Mengingat :  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 

pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang 

Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan 

Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 19); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;  

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) ;  

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

 

 

 

 

 

 

 



5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438) ; 

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);  

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) ;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana 

yang telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712) ;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 

Nomor 4502) ;  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55   Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575) ;   

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4576) ;  

 

 

 

 

 

 

 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;    

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59);  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah ; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual di Pemerintah Daerah ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ; 

21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 

2008 tentang  Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh 

Tahun 2008 Nomor 02); 

22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 

2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di 

Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran 

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor  03 ) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Daerah 03 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Kota Payakumbuh(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh 

Tahun 2013 Nomor 11) ;  

 

 

 



23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 

2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan 

Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota 

Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 

2008 Nomor  04) sebagaimana telah beberpa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 

2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan 

Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota 

Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 

2013 Nomor 12); 

24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 

2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan 

Kelurahan  Pemerintah Kota Payakumbuh ( Lembaran 

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor  05 ); 

25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah 

Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh 

Tahun 2010 Nomor 03);  

26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 

2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman 

Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota 

Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15); 

27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota 

Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 3); 

28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 

2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota 

Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 

2013 Nomor 13); 

29. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh 

Tahun 2014 Nomor 18). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN 

ANGGARAN KAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 

4. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh; 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Payakumbuh; 

6. DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah; 

7. Anggaran Kas adalah anggaran yang menurut perkiraan 
Arus Kas Masuk yang bersumber dari penerimaan dan 

perkiraan Arus Kas Keluar yang digunakan untuk 
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode ;  

8. PPKD adalah Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah ;  

9. BUD adalah Bendahara Umum Daerah.  

 

BAB II 

ANGGARAN KAS 

Pasal 2 

(1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah 

Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup 

untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan 

rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD 

yang telah disahkan. 

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

membuat perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari 

penerimaan dan perkiraan Arus Kas Keluar yang digunakan 

untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap 

periode, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 

 



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Pelaksanaan Anggaran Kas Daerah yang ditetapkan dalam 

peraturan ini dituang lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 
Perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan, 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Payakumbuh. 

 

     Ditetapkan di Payakumbuh 

     pada tanggal 

     WALIKOTA PAYAKUMBUH 

  

 

          RIZA FALEPI 

 

 
 
Diundangkan di Payakumbuh 

Pada tanggal 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  

 
 

 
BENNI WARLIS 

 

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 NOMOR 
 
 
 

 

 


